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Abstraksi 
Dalam penulis ini karya ilmiah ini membahas mengenai masalah kontrak baku 
pembukaan rekening dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal 
ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang ingin 
berkecimpung di bidang pasar modal. dan hal menariknya adalah perjanjian pembukaan 
rekening untuk mulai berinvestasi dibuat dalam bentuk kontrak baku, yang demikian 
sederhana dan cepat. Tapi apakah yang cepat dan sederhana tersebut dapat melindungi 
hak-hak semua pihak. Sehingga tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui 
kesesuaian  kontrak baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas dengan asas-
asas hukum perjanjian dan untuk mengetahui kesesuaian kontrak baku pembukaan 
rekening PT Danareksa Sekuritas dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis.  
Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa kontrak baku Pembukaan 
Rekening PT Danareksa Sekuritas  tidak sesuaian dengan asas kebebasan berkontrak, 
asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepastian 
hukum, asas kepatutan dan huruf d,f,g Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu pembuat undang-undang 
hendaknya membuat pengaturan mengenai kontrak baku yang lebih ketat dengan 
dibebani kewajiban membacakan dan menjelaskan isi kontrak bagi pembuat kontrak 
baku.  




In this paper discuss about standard contracts of opening account, analyzed by the 
principles of law contract and Article 18 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on 
Consumer Protection. The background of this paper is the increase number of 
people who want to engage in capital market. As we know opening account 
agreement is the entrance to investing in the capital market has been made in the 
form of standard contract, which greatly facilitates the application of the parties. 
Due to the role of the legal sector becomes increasingly crucial. That people, in 
this case is investor can always have right protected. So the purpose of this paper 
is to determine the suitability standard contract of PT Danareksa Securities 
account opening with the principles of contract law and to determine the 
suitability standard account opening contract Danareksa Sekuritas to Article 18 
paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The method used is 
statuta approach and analytical approach. 
Based on this research, the author got the answers that standard contract of PT 
Danareksa Securities Account Opening indicate non-compliance with the 
principle of freedom of contract, konsensualisme principle, the principle of the 
binding force, the principle of balance, the principle of legal certainty and the 
principle of propriety. It is also not in accordance with the provisions of Article 18 
paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. That Article 18 
paragraph (1) letter d, f, and g. Addressing the discrepancies mentioned above, is 
essential to lawmakers to make arrangements on a more stringent standard 
contract and giving the obligationfor the standard contract maker to read and 
explained the contents of the contract. 










Majunya suatu Negara ditentukan oleh strata hidup masyarakatnya. Di 
abad dua puluh satu ini, terasa belum sah bagi siapa saja yang berkecimpung atau 
ingin berkecimpung di bidang hukum bisnis tanpa mengetahui seluk beluk yuridis 
tentang pasar modal. Sebaliknya, bagi mereka yang telah mengetahui serba serbi 
tentang pasar modal, terutama sektor legalnya, biasanya sudah dapat mengklaim 
dirinya sebagai seorang yang mengerti bisnis, mengerti arti globalisasi, dan 
mengerti hal-hal canggih lainnya. Demikian adalah fenomina yang ada di 
masyarakat sekarang.  
Go Public-nya suatu perusahaan, yang dibungkus dengan rapi oleh hukum 
pasar modal, kini bukan lagi fenomena aneh dalam bisnis. Bahkan kesan yang 
kemudian muncul adalah, perusahaan yang bisa go public bukanlah perusahaan 
pilihan-pilihan saja, tetapi perusahaan-perusahaan sederhana pun bisa go public. 
Asalkan perusahaan tersebut pintar “menjual diri”. Karena fenomena yang 
demikianlah, peranan sektor hukum menjadi semakin krusial. Agar masyarakat 
yang dalam hal ini investor dapat selalu terlindungi hak-haknya.  
Ketika sebuah kehendak muncul dari diri masyarakat untuk menjadi 
investor dan memasuki dunia perdagangan di pasar modal. Kemudian kehendak 
tersebut diwujudkan dalam kesepakatan maka saat itulah hukum kontrak berlaku. 
Berbicara  mengenai kontrak atau yang juga dikenal dengan sebagai perjanjian, 
tentu bukanlah hal yang asing di masyarakat.  
Kontrak atau perjanjian kelihatannya adalah suatu proses yang sederhana, 
apalagi jika kontrak tersebut telah berbentuk formulir, maka pembeli atau dalam 
hal ini calon investor tidak perlu susah-susah berunding menentukan apa yang 
harus dituangkan dalam kontrak, tidak perlu susah-susah ke notaris dan hal rumit 
lainnya terkait kontrak. Umumnya pembeli atau calon investor hanya perlu 
mengisi data diri, tandatangan, dan urusan kontrak selesai. Jika dunia pasar modal 
dapat diandaikan sebagai tempat penjualan ice cream, pembeli decade masa lalu 
hanya ditawari coklat dan vanilla. Mencerminkan perkembangan saat ini, tempat 
ice cream sekarang menyediakan berbagai rasa untuk publik yang ingin menjadi 
investor.  Lebih jauh lagi, kemampuan membeli sekuritas telah menjadi lebih 
murah dan lebih mudah dengan kemajuan komunikasi dan jaringaan komputer. 
  
Dengan semakin banyaknya pilihan saham dan efek lainnya serta jumlah 
masyarakat yang ingin menjadi investor semakin meningkat naik, maka perjanjian 
seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku atau yang selanjutnya disebut 
dengan kontrak baku, dimana penerapannya sangat memudahkan para pihak. 
produk yang beraneka ragam, jumlah investor yang sangat banyak pun dapat 
dibuatkan kesepakatan yang lengkap dalam waktu yang singkat. 
Latar belakang timbulnya kontrak baku disebabkan karena keadaan sosial 
ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama 
dalam suatu organisasi  dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat 
secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan lemah 
baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, dan hanya menerima apa 
yang disodorkan. Pemakaian kontrak baku tersebut sedikit banyaknya telah 
menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan 
masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap 
aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian. 
Terutama mengenai asas hukum perjanjian itu sendiri yang merupakan fondasi 
bagi siapa saja yang membuat kontrak. Asas-asas hukum perjanjian tersebut 
adalah 1) Asas Kebebasan Berkontrak; 2) Asas Konsensualisme; 3) Asas 
Kepercayaan;  4) Asas Kekuatan Mengikat;  5) Asas Persamaan Hukum; 6) Asas 
Kepastian Hukum; 7) Asas Moral; 8) Asas Kepatuhan;  9) Asas Keseimbangan. 
Apabila kontrak berbentuk kontrak baku maka pengaturan khusus mengenai 
kontrak baku dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsemen harus juga dipatuhi. 
Dikaitkannya kontrak baku yang sangat praktis kedalam dunia pasar modal 
yang serba canggih, terutama saat masyarakat mencoba memasuki dunia pasar 
modal melalui kontrak pembukaan rekening di sekuritas adalah hal yang menarik 
untuk diulas. Sehingga pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kontrak 
baku yang mudah dan praktis tersebut telah sejalan dengan asas-asas hukum 
perjanjian? Dan apakah kontrak baku tersebut telah sesuai dengan ketetapan 
khusus tentang kontrak baku dalam undang-undang perlindungan konsumen? 
Sehingga penulis ingin mengangkat judul  “Analisis yuridis kontrak baku 
Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas berdasarkan asas-asas hukum 
  




1. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sudah 
sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian? 
2. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sudah 
sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen? 
 
METODE 
Penulisan yang berjudul “Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan 
Rekening PT Danareksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan 
Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen” ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis.  
a. Pendekatan Perundang-undangan  
Suatu penelitian  normatif tentu harus menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum 
yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Adapun aturan hukum 
dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum perjanjian pada umumnya dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata sekaligus Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada khususnya sebagai 
dasar hukum dari kontrak yang diadakan oleh PT Danareksa Sekuritas. 
b. Pendekatan Analisis 
Maksud dari analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna 
yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam asas-asas hukum 
perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen sekaligus mengetahui penerapannya dalam kontrak baku 




Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum meliputi : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan primer adalah adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang hukum 
perjanjian serta aturan-aturan lain yang mendukung, sebagai pembanding bahan 
hukum yang dianalisis untuk melihat perlindungan hukum terhadap hak-hak para 
pihak dalam kontrak baku. termasuk bahan hukum Primer yaitu: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Penjelasannya 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan 
Penjelasannya 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari buku 
(literatur), pendapat para sarjana, artikel dan lain-lain yang terkait dengan 
pembahasan tentang kontrak baku dan perlindungan terhadap para pihak, yaitu: 
1. Buku-buku tentang hukum kontrak 
2. Buku-buku tentang kontrak baku 
3. Buku-buku tentang pasar modal 
4. Buku-buku tentang perlindungan konsumen 
5. Hasil-hasil penelitian 
6. Hasil-hasil karya dari kalangan hukum yang dituang dalam majalah, 
jurnal dan website. 
Sumber Bahan Hukum 
1. Bahan hukum primer 
Sumber bahan primer diperoleh dengan cara melihat, mengumpulkan, 
dan menganalisa asas-asas hukum perjanjian, ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Bahan hukum sekunder 
  
Studi literatur, dengan cara memperoleh bahan melalui literatur sebagai 
landasan teoritis untuk mendukung analisa penulisan tentang kontrak baku 
pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas. 
Teknik Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah statue-approach dan 
analytical-approach, menguraikan dan menghubungkan semua bahan hukum 
yang telah terkumpul dengan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam 
bahasa penulisan yang lebih sistematis dalam mencari jawaban permasalahan 
penelitian. 
Pengolahan bahan hukum juga dilakukan dengan menggunakan 
interpretasi historis yaitu melihat dari sejarah terbentuknya hukum, karena hukum 
tidak serta merta terbentuk begitu saja melainkan terbentuk melalui gejala sosial 
yang ada terhadap kebutuhan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Nasabah. 
Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis yaitu terbentuknya 
suatu peraturan dan/atau undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan 
dan/atau undang-undang yang lain. Dalam penelitian ini adalah kaitan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian secara 
umum, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen mengatur tentang perjanjian secara lebih khusus. Selanjutnya hasil 
pengolahan bahan hukum dianalisa kembali untuk melihat (mencari) pola 
perlindungan hukum bagi investor. Sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan 
dalam kontrak baku. 
 
PEMBAHASAN 
Kesesuaian kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas 
dengan asas-asas hukum perjanjian 
1. Asas Kebebasan Berkontrak 
Untuk mengetahui apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa 
Sekuritas sesuai dengan asas kebebasan berkontrak seperti telah 
diuraikansebelumnya dalam tinjauan pustaka, maka dalam kontrak harus 
dipastikan adanya: 
  
a. Kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapasaja. 
Dalam kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas 
menentukan dengan bebas syarat-syarat bagi orang yang dapat menjadi Nasabah. 
Hal ini diatur dalam “I. Syarat dan Kuasa Rekening DMIA bagian 5. Kelengkapan 
Formulir dan Pernyataan Nasabah”. Selanjutnya PT Danareksa Sekuritas dalam 
kontrak bakunya menentukan bahwa bahwa orang yang mengisi dan 
menandatangani formulir perjanjian pembukaan rekening adalah mereka yang 
terikat pada kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas. 
 Dari sisi Nasabah, terdapat kebebasan untuk membuat perjanjian 
pembukaan rekening dengan sekuritas manasaja. 
b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak 
PT Danareksa Sekuritas dengan bebas menentukan kontrak pembukaan 
rekeningnya berbentuk kontrak baku yang telah diubah dalam bentuk formulir. 
Maka secara otomatis Nasabah tidak memiliki kebebasan lagi untuk bernegosiasi 
merubah bentuk yang telah ditetapkan oleh PT Danareksa Sekuritas Tersebut. 
c. Kebebasan menentukan pelaksana, persyaratan dan isi kontrak 
PT Danareksa Sekutitas dapat dengan bebas menentukan seluruh tata cara 
pelaksanaan, persyaratan dan isi kontrak Pembukaan Rekening dan bahkan telah 
dicetak dalam jumlah banyak dalam bentuk kontrak baku. Oleh karena itu 
Nasabah tidak memiliki kebebasan untuk merubah segala tatacara pelaksanaan, 
syarat dan isi perjanjian yang dibuat oleh PT Danareksa Tersebut. 
d. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak 
PT Danareks Sekuritas memiliki kebebasan untuk membuat kontrak atau 
tidak membuat kontrak dengan calon nasabah berdasarkan persyaratan yang telah 
dituangkan dalam kontrak Pembukaan Rekening “Syarat dan Kuasa Rekening 
DMIA bagian 5”. 
 Nasabah juga memiliki kebebasan untuk memilik akan menerima atau 
menolak kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas yang 
disodorkan oleh PT Danareksa Sekuritas. 
e. Kontrak tidak boleh sesuatu yang dilarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata. 
Pembukaan rekening bagi Nasabah yang kan melakukan transaksi efek adalah 
hal yang tidak dilarang oleh undang-undang manapun, yang bahkan hal tersebut 
  
diharuskan oleh Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pasar 
Modal. yang perlu diperhatikan disini adalah Undang-Undang Pasar Modal 
mengaharuskan Pembukaan Rekening tapi tidak mengharuskan penggunaan 
kontrak yang menghilangkan kebebasan Nasabah untuk menuangkan 
kehendaknya dalam isi kontrak pembukaan rekening. Proff. Enggens mengatakan 
pula bahwa kebebasan kehendak merupakan tuntutan kesusilaan. 
Dari analisa diatas maka dapat dilihat bahwa kontrak baku Pembukaan 
Rekening PT Danareksa Sekuritas terdapat kebebasan menentukan dengan siapa 
kontrak diadakan, kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian. Namun 
kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak mencerminkan 
adanya kebebasan bagi pihak Nasabah untuk menentukan bentuk, pelaksanaan, 
syarat dan isi kontrak. Padahal kebebasan tersebut juga dijamin oleh Pasal 1338 
KUHPerdata. Oleh karena ketentuan – ketentuan tersebut diatas bersifak 
kumulatif maka kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekurititas 
tidak sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak. 
2. Asas Konsensualisme 
Perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mewujudkan kemauan para pihak. Pada saat kontrak baku PT Danareksa 
Sekuritas menuliskan bahwa “Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan 
perjanjian ini, nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada syarat dan 
ketentuan umum Pembukaan Rekening DMIA..” dan kemudian Nasabah 
memutuskan untuk mengisi dan menandatangani maka teranglah hal tersebut 
berarti Nasabah memiliki kemauan untuk menerima apa yang disyaratkan dan 
ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh PT Danareksa Sekuritas. 
Mr. FAJ Gras menyatakan bahwa secara yuridis siapa yang 
menandatangani suatu kontrak baku telah terikat dengan isi dari kontrak itu, 
meskipun pihak lain tidak punya pilihan. Andaikata orang tidak membaca syarat-
syarat kontrak atau membaca tetapi tidak mengerti maksudnya dan 
menandatangani kontrak itu, maka persesuaian kehendah telah berlaku. Prof 
Suberkti mengatakan bahwa asas konsensualisme juga terdapat pada Pasal 1338 
KUHPerdata. Pada pembahasan tentang asas kebebasan berkontrak dapat dilihat 
bahwa Pasal 1338 KUHPerdata tidak terpenuhi. Jika dihubungkan dengan asas 
  
konsensualisme maka dengan tidak adanya kebebasan bagi nasabah untuk 
bernegosiasi menentukan isi, sama halnya dengan nasabah tidak bisa 
menyampaikan apa yang dikehendakinya. nasabah terpaksa menerima 
keseluruhan isi kontrak, meski terdapat klausula yang tidak dikehendakinya, 
sebab nasabah tidak punya pilihan lain jika ingin melakukan Pembukaan 
Rekening di PT Danareksa Sekuritas. Dalam praktik isi perjanjian tidak dibacakan 
sehingga besar kemungkinan nasabah tidak membaca bahkan tidak memahami isi 
perjanjian. Jadi dasar berlakunya perjanjian Pembukaan Rekening PT Danareksa 
Sekuritas adalah fiksi bahwa nasabah dianggap menyetujui padahal ada 
kemungkinan ia tidak mengetahui isinya. Berdasarkan pada pendapat ini maka 
kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak sesuai dengan Asas 
Konsensualisme. Oleh karena itu akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan jika 
pihak nasabah memintakan pembatalan. 
3. Asas kepercayaan 
Asas kepercayaan mengandung penalaran bahwa untuk timbulnya suatu 
kontrak didasarkan pada adanya kepercayaan. jadi diisi dan ditandatanganinya 
kontrak Pembukaan Rekening PT Danarksa Sekuritas didasarkan pada 
kepercayaan diantara kedua belah pihak. Pada bagian Pembukaan kontrak dapat 
dilihat bahwa dengan menandatangani kontrak nasabah mempercayai bahwa 
Danareksa akan bertindak atas nama nasabah untuk melakukan segala transaksi 
efek, bertindak dengan jujur, memberikan laporan dan seterusnya, oleh karena 
kepercayaan itulah nasabah mengikatkan diri pada kontrak Pembukaan Rekening. 
Demikian pula dengan Danareksa yang mempercayai bahwa nasabah akan 
memenuhi segala ketentuan yang dibuatnya dalam perjanjian Pembukaan 
Rekening PT Danareksa Sekuritas. Maka dari itu terdapat Asas Kepercayaan 
didalam kontrak Pembukaan Rekening PT danareksa Sekuritas. 
4. Asas Kekuatan Mengikat 
Berdasarkan Asas Kekuatan Mengikat maka para pihak harus memenuhi 
apa yang dijanjikan, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1338 bahwa perjanjian 
berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Didalam kontrak Pembukaan 
Rekening PT Danareksa Sekuritas, asas ini diwujudkan dalam klausulanya yang 
berbunyi “Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian ini, 
  
Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umum 
Rekening DMIA dan perjanjian ini..”. oleh terdapat klausula tersebut dan Nasabah 
menyetujui serta menandatangani kontrak Pembukaan Rekening maka Nasabah 
dan PT Danareksa Sekuritas akan terikat pada kontrak tersebut. Namun perlu 
diketahui bahwa kekuatan mengikat para pihak tidak semata-mata terdapat pada 
apa yang diperjanjikan tetapi juga juga terdapat pada unsur-unsur lain yakni asas 
kebiasaan, kepatutan dan moral.  
Dilihat dari asas kebiasaan maka klausula pembukaan kontrak seperti yang 
terdapat pada kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas, juga 
dilakukan oleh sekuritas-sekuritas yang lain, bahkan perusahaan pengangkutan, 
asuransi, perhotelan dan lain-lain juga mencantumkan hal serupa dalam kontrak 
bakunya. kenyataan dimasyarakat tersebut adalah wujud dari asas kebiasaan. 
Mengenai asas kepatutan dan moral yang menjadi unsur mengikatnya kontrak 
pembukaan rekening, pada penjelasan selanjutnya akan diuraikan lebih dalam 
bahwa kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas telah sesuai dengan 
asas moral tapi tidak sesuai dengan asasn kepatutan. Jadi dengan tidak sesuainya 
isi kontrak degan asas kepatutan maka kontrak menjadi tidak sesuai dengan asas 
kekuatan mengikat yang menjadikan asas kepatutan sebagai unsur yang harus 
dipenuhi. 
5. Asas Persamaan Hukum 
Asas ini menempatkan para pihak sederajat dimata hukum, terlepas dari 
segala jenis perbedaan yang dimiliki oleh para pihak. Wujud dari asas persamaan 
hukum ini dimuat dalam kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas 
bagian ‘Lain-lain sub Hukum yang Berlaku’ yang berbunyi “Mengenai ketentuan 
perjanjian ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku Hukum Negara Republik 
Indonesia”. Dituliskannya klausula yang demikian menunjukkan bahwa diantara 
para pihak tidak terdapat diskriminasi ras, agama, suku bangsa dan lain 
sebagainya, bagi kedua pihak diberlakukan hukum yang sama yakni hukum 
Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara kontrak 




6. Asas Keseimbangan 
Asas ini menghendaki kedua belah pihak memiliki kedudukan yang 
seimbang. Didalam kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas bagian 
‘Syarat dan Kuasa’ menunjukkan bahwa Danareksa diberi wewenang untuk 
bertindak atas nama nasabah. Wewenang tersebut diimbangi dengan kewajiban 
Danareksa untuk memberikan laporan konsolidasi kepada nasabah yang tertuang 
dalam kontrak pada bagian ‘Laporan Konsolidasi Akun’. 
Pada kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas bagian 
‘Prosedur Pembukaan Rekening’ terdapat klausula yang menyatakan bahwa 
prosedur pembukaan rekening dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 
kepada nasabah. Sedangkan pada bagian ‘Kelengkapan Formulir’ dinyatakan 
bahwa setiap saat jika terjadi perubahan pada informasi nasabah, maka Nasabah 
harus memberitahukan kepada Danareksa. Dari klausula tersebut nampak tidak 
seimbang antara kewajiban para pihak, yakni pada saat terjadi perubahan, 
Nasabah diwajibkan memberitahu Danareksa. Sedangkan Danareksa tidak 
mewajibkan dirinya untuk memberitahu Nasabah jika terjadi perubahan.  
Selain itu ketidak seimbangan juga nampak pada kontrak pembukaan 
rekening yang klausulanya menyatakan bahwa Nasabah menjamin dan 
membebaskan Danareksa dari segala jenis gugatan yang mungkin timbul, dan 
pada klausula yang lain menyatakan bahwa Ketentuan ini tidak menghilangkah 
hak Danareksa untuk mengajukan gugatan terhadap nasabah. Oleh karena itu 
kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekeritas tidak sesuai dengan asas 
keseimbangan. 
7. Asas Moral 
Asas ini mengatur bahwa perbuatan sukarela dari seseorang tidak 
menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi. Dalam kontrak 
Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas menganut asas moral yang 
ditunjukkan dalam klausula “Dalam hal rekening efek menunjukkan saldo negatif, 
Danareksa berhak namun tidak wajib, untuk dan atas nama nasabah membeli efek 
dimaksud.”. Hal ini berarti, jika Danareksa mengambil haknya berarti dia 
bertindak sukarela dan karenanya tidak dapat menggugat kontra-prestasi, dengan 
  
demikian kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas telah sesuai 
dengan asas moral. 
8. Asas Kepatutan 
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Melalui asas ini 
ukuran tentang hubungan ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam 
kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas menyatakan bahwa 
dimungkinkan ada perubahan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah. Hal ini tidak 
sesuai dengan asas kepatutan karena merupakan tindakan sepihak. Jadi jika ada 
perubahan harus diberitahukan kepada pihak yang mengadakan perjanjian 
sebelum atau pada waktu perjanjian itu dibuat, agar mengikat sebagai bagian dari 
perjanjian. Apabila tidak dikomunikasikan kepada para pihak maka tidak akan 
mempunyai akibat hukum.  
Dalam ‘Indemnifikasi 1’ kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa 
Sekuritas dinyatakan bahwa Nasabah menjamin dan membebaskan Danareksa 
dari segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan. Klausula 
tersebut merupakan pembebasan tanggung jawab Danareksa dari segala kerugian 
bahkan gugata. Rutten menyatakan bahwa pembebasan atau pembatasan tanggung 
jawab adalah tidak diperkenankan.  
Pada bagian ‘Perjumpaan Hutang’ terdapat klausula yang menyatakan 
bahwa Danareksa dapat mendebet saldo Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu. Pada bagian ‘Lain-Lain sub Pengesahan’ terdapat klausula yang berbunyi 
bahwa Nasabah mengesahkan tindakan Danareksa yang tanpa kuasa dan instruksi 
dari Nasabah. Dan pada bagian ‘Instruksi (c)’ klausulanya berbunyi bahwa 
Danareksa dapat menolak melaksanakan instruksi dari Nasabah. Dari klausula-
klausula tersebut nampak tindakan-tindakan sepihak Danareksa yang berusaha 
disahkan dalam perjanjian. Tindakan ini bisa meyebabkan para pihak 
menanggung resiko yg berat sebelah. Kondisi ini bisa menimbulkan 
ketidakadailan.  
Bagian ‘Jangka Waktu Perjanjian’ klausulanya melepaskan ketentuan 
Pasal 1266 KUHPerdata. Dan pada bagian ‘Lain-Lain sub Pemberian Kuasa’ 
klausulanya Nasabah melepaskan ketentuan Pasal 1813, 1814, dan 1816 
KUHPerdata. Ketentuan dalam klausula tersebut menyalai rasa keadilan. Merujuk 
  
pada pendapat Plato dan Aristoteles bahwa ukuran dari keadilan adalah: (1) 
seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti lawful. 
Jadi hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti. Oleh karena itu 
Pasal 1266 KUHPerdata sebagai hukum tertulis Indonesia harus diikuti. (2) 
seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti 
persamaan hak. Dengan kontrak pembukaan rekening maka Danareksa diberi hak 
melalui pemberian kuasa untuk melakukan transaksi efek atas nama Nasabah. 
Dengan Pasal 1813, 1814, 1816 KUHPerdata Danareksa dapat kehilangan haknya 
untuk bertransaksi efek atas nama Nasabah. Oleh karena itu jika ketentuan Pasal 
1813, 1814, 1816 KUHPerdata dilepaskan maka Danareksa dapat bertindak 
melebihi haknya. Dan tentu saja hal tersebut tidak memenuhi rumusan keadilan. 
Sehingga secara otomatis perbuatan tersebut tidak memenuhi asas kepatutan. 
9. Asas Kepastian Hukum 
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian sebagai 
undang-undang. Dalam pembukaan kontrak memag telang dituliskan bahwa 
dengan mengisi dan menandatangani berarti Nasabah telah mengikatkan diri atau 
pernyataan bahwa para pihak terikat saat kontrak ditandatangani, atau segala 
penyataan sejenis. Namun mengikatnya kontrak tersebut tidak memenuhi unsur 
kesepakatan dalam Pasal 1388 KUHperdat maka tidak ada kepatian hukum. Prof 
Subekti juga mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1338 
KUHPerdata mengakibatkan kontrak itu tidak sah dan juga tidak mengikat 
sebagai undang-undang. 
 
Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kontrak baku 
Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sesuai beberapa asas hukum 
perjanjian yakni Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum dan Asas Moral. 
Namun tidak sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, 
Asas Kekuatan Mengikat, Asas Keseimbangan,Asas Kepastian Hukum dan Asas 
Kepatutan. 
Kesesuaian Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas 
dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
  
Kontrak baku dilihat pada fungsinya memiliki keuntungan yang sangat 
banyak, diantaranya para pelanggan atau nasabah akan mempunyai syarat-syarat 
yang sama, garansi, harga, jumlah dan mutu yang sama dalam mengadakan 
transaksi perdagangan. Demikian pula bagi peserta perjanjian akan mendapat 
keuntungan dengan menghemat biaya dalam hal penyerahan jasa atau barang 
sesuai dengan harga yang normal berlaku dalam mekanisme pasar.  
Berikut adalah analisis pasal terhadap kontrak baku Pembukaan Rekening 
PT Danareksa Sekuritas. 
a. Pada bagian perjumpaan hutang terdapat klausula yang berbunyi: 
..Nasabah memberi kuasa kepada Danareksa untuk mendebet 
saldo dalam Cash Account tanpa pemberitahuan sebelumnya 
kepada Nasabah 
 
Bagian lain-lain sub pengesahan terdapat klausula yang berbunyi: 
Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan Danareksa baik 
berdasarkan kuasa dan instruksi Nasabah maupun tanpa kuasa dan 
instruksi.. 
 
Klausula tersebut memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, yang 
melarang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
b. Pada bagian perjumpaan hutang terdapat klausula yang berbunyi: 
..Nasabah memberi kuasa kepada Danareksa untuk mendebet saldo 
dalam Cash Account tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada 
Nasabah 
 
Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdapat larangan untuk mengurangi harta 
kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Dan dalam hal ini cash 
account adalah objek jual beli jasa dalam kontrak pembukaan rekening. 
c. Pada bagian hal lain-lain dan perubahan terdapat klausula yang berbunyi: 
  
Hal-Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan atau yang 
perlu diubah, ditambah dan/atau diganti akan dilakukan oleh 
Danareksa sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal 
Danareksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahuku kepada Nasabah 
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian 
yang mengikat Nasabah. 
 
Klausula tersebut dilarang oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g. Yang 
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 
 
PENUTUP 
Karya ilmiah ini memiliki dua kesimpulan, yaitu Pertama, Kontrak baku 
Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas jika dianalisis berdasarkan asas-
asas hukum perjanjian menunjukkan kesesuaian dibeberapa asas yakni Asas 
kepercayaan, asas persamaan hak dan asas moral. Sedangkan ontrak pembukaan 
rekening tersebut tidk sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asas 
konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepastian 
hukum dan asas kepatutan yang juga merupakan bagian dari asas-asas hukum 
perjanjian.  
Kedua, Kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak 
sesui dengan keentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Yakni  Pasal 18 ayat (1) huruf d,f, dan g 
melarang tindakan sepihak, pengurangan kekayaan konsumen, dan tunduk pada 
isi kontrak yang berubah, justru kontrak pembukaan rekening PT Danareksa 
Sekuritas melakukan larangan tersebut. Padahal larangan tersebut diciptakan 
pembuat undang-undang yang dimaksudkan untuk menempatkan dedudukan 
konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 
  
Saran yang dapat penulis berikat berkaitan dengan kesimpulan diatas 
adalah Bagi pembuat undang-undang hendaknya membuat pengaturan pengenai 
kontrak baku yang lebih ketat dan membebankan kewajiban untuk membacakan 
dan menjelaskan isi kontrak bagi pembuat kontrak baku agar tidak ada lagi  
kontrak-kontrak dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai dengan asas 
hukum perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Bagi Perusahaan Sekuritas hendaknya pembuatan kontrak baku yang 
disesuaikan dengan asas-asas hukum perjanjian dan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi 
jika dihubungkan dengan PT Danareksa yang merupakan BUMN Pelopor di 
bidang pasar modal. tentu apa yang dilakukan merupakan panutan bagi 
perusahaan serupa. selain itu, jika kontrak baku sejak awal dibuat sesuai asasnya 
maka akan tercipta keadilan dimana masing-masing pihak memiliki hak dan 
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